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ABSTRAK 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri dimulai sejak tahun 1970-an. 

Kebijakan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, 

khususnya terhadap tenaga kerja dan keluarganya. Krisis ejonomi yang berkepanjangan dari 

jumlah pengangguran yang membengkak mengakibatkan kemampuan ekonomi dan finansial 

masyarakat menjadi sangat lemah, sehingga sebagian masyarakat mencari jalan keluar yang 

antara lain menjadi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kondisi 

masyarakat yang sudah terlanjur putus asa untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan 

yang lebih baikk ini mengundang kehadiran pihak-pihak yang berusaha mengambil 

keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan martabat bangsa dan nasib 

para Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Kedudukan buruh yang di anggap lemah sangat 

membutuhkan wadah agar menjadi kuat, ialah adanya pelaksanaaan hak berserikat di dalam 

suatu Serikat Pekerja atau Buruh. Tujuan terbentuknya Serikat Pekerja atau Buruh yaitu agar 

dapat menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan, selain itu di harapkan akan 

terwujudnya peran serta buruh dalam proses produksinya untuk meningkatkan hubungan 

industrial di tingkat perusahaan. Alasan upaya pembiayaan dalam pendidikan anak 

merupakan kondisi yang membuat perempuan untuk bekerja di luar negeri. Akan tetapi, tidak 

lantas membuat pemerintah sadar atas kebutuhan perlindungan yang berkualitas bagi buruh 

migran Indonesia, terutama perempuan. Dapat kita lihat khususnya tentang kebutuhan 

perlindungan, mulai dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan. Hal yang 

harus kita perhatikan dalam sebuah kebijakan publik adalah proses awal pembentukan 

kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pada hal inilah Tenaga Kerja Indonesia 

khususnya perempuan perlu diikutsertakan pada proses pembuatan kebijakan perlindungan 

agar kepentingan politik pihak tertentu tidak dapat dengan mudah bermain di dalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Jika kita berbicara tentang hukum perburuhan, mungkin banyak orang mengharapkan 

disajikannya uraian mengenai pertumbuhan dan perkembangan semata-mata dari undang-undang dan 

peraturan lainnya mengenai perburuhan, karena terdahulu terutama dinegara-negara barat terdapat 

suatu pendirian bahwa hukum itu hanya terdapat dalam undang-undang sehingga timbul suatu dalil 

yang menyamakan undang-undang dengan hukum : ’’wet is recht’’ (undang-undang adalah hukum) 

ialah suatu dalil keliru yang menimbulkan kesan pada penguasa asing terutama yang memerintah di 

Indonesia terdahulu
1
. 

 Selama lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan 

menjelang tahun 2000 telah dihasilkan sejumlah undang-undang di bidang perburuhan dengan tujuan 

utama memperbaiki kehidupan buruh. Beberapa di antara undang-undang tersebut adalah
2
: 

1. Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33; 

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1948 tentang Undang-undang Kerja Tahun 1948; 

3. Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antaara Serikat Buruh 

dan Majikan; 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; 

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing; 

7. Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana; 

                                                           
1
 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 10. 

2
 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, PT Indeks, Jakarta, 2011, hlm.  2. 

1 



8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan 

Swasta; 

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga 

Kerja; 

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; 

12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja; 

13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. 

TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan 

kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, 

serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia
3
. 

Berbagai kasus tersebut terjadi tidak lepas dari kesalahan penyelenggara TKI sejak awal. Pada 

umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas 

penampungan dan pelatihan yang tidak layak, 
4
tidak memberi kepastian pemberangkatan dan 

menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur 

calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak 

sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 

yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003) adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

                                                           
3
 Konsideran huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004   

4
 ://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5a36245eb66/kemnakertrans-hukum-perusahaan-tki-bermasalah, 9 

Maret 2013 



pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat.
5
 

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, 

bertambah sekitar 3,05 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang 

atau bertambah sekitar 1,01 Juta orang dibanding Februari  2011 sebesar 119,4 juta orang
6
. 

Kedudukan buruh yang dianggap lemah sangat membutuhkan wadah agar menjadi kuat, ialah 

adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu Serikat Pekerja/Buruh. Tujuan terbentuknya Serikat 

Pekerja/Buruh yaitu agar dapat menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan selain itu diharapkan 

akan terwujudnya peran serta buruh dalam proses produksinya untuk meningkatkan hubungan 

industrial di tingkat perusahaan
7
. 

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara buruh dengan pengusaha yang di dalamnya 

terdapat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14).
8
 

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan dalam bentuk tertulis antara lain, yaitu : 

1. perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 57 ayat 1); 

2. antarkerja antardaerah; 

3. antarkerja antarnegara; 

4. perjanjian kerja laut.
9
 

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya terlihat jelas bahwa pergeseran ruang kerja publik 

menjadi kerja domestik adalah sumbangsih TKI terutama mayoritas pekerjanya adalah perempuan 

yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga. Alasan upaya pembiayaan 

dalam pendidikan anak merupakan kondisi yang membuat perempuan untuk bekerja ke luar negeri. 

Akan tetapi, tidak lantas membuat pemerintah sadar atas kebutuhan kebijakan perlindungan yang 

berkualitas bagi buruh migran Indonesia, terutama perempuan. Dapat kita lihat khususnya tentang 

kebutuhan perlindungan, mulai dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan. 

                                                           
5
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1. 

6
www.bps.go.id/yii/9400/index.php/post/91/Jumlah+angkatan+kerja+di+Indonesia+pada+Februari+2012+menc

apai+120,4+juta+orang, di akses 25 Maret 2013. 
7
 Asri Wijayanti, op. cit., hlm. 77. 

8
 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, PT Indeks, Jakarta, 2011, hlm.  27. 

9
 Ibid., hlm. 35. 



Setiap tahun BPS memang melakukan survei ketenagakerjaan dua kali, yakni pada Pebruari 

dan Agustus. Data di BPS menunjukkan, total angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2010 

mencapai 116,5 juta orang, bertambah sekitar 530 ribu orang dibanding angkatan kerja Pebruari 2010 

yang 116,0 juta orang, atau bertambah 2,7 juta orang dibanding Agustus 2009 yang sebesar 113,8 juta 

orang. 

Adapun jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2010 mencapai 108,2 juta orang, bertambah 

sekitar 800 ribu orang dibanding keadaan pada Pebruari 2010 yang 107,4 juta orang, atau bertambah 

3,3 juta orang dibanding keadaan Agustus 2009 yang sebesar 104,9 juta orang
10

. 

Pada 2006, Presiden juga pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 

Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 

Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan 

Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
11

. 

Hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah kebijakan publik adalah proses awal 

pembentukan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pada hal inilah tenaga kerja Indonesia 

khususnya perempuan perlu diikutsertakan pada proses pembuatan kebijakan perlindungan agar 

kepentingan politik pihak tertentu tidak dapat dengan mudah bermain di dalamnya. 
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Selama beberapa tahun terakhir pengiriman buruh migran Indonesia ke sebagian negara 

penempatan didominasi oleh perempuan, mayoritas bekerja di sektor informal antara lain pekerja 

rumah tangga (PRT), babbysitter, dan perawat manusia lanjut usia (manula).
12

 

Indonesia adalah salah satu negara utama pengirim buruh migran, dengan tujuan pengiriman 

negara-negara Timur Tengah, Asia Pasifik, seperti Hongkong, Taiwan dan juga negara tetangga, 

misalnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya. Pada tahun 2006 saja pemerintah Indonesia 

mengirim 680.000 buruh migran , 502.432 (73,9%) diantaranya bekerja di sektor non-formal, 

termasuk pekerjaan domestik, dan 177.568 (26,1%) beekrja di sektor formal. Mayoritas dari mereka 

adalah buruh migran perempuan, sejumlah 441.708 (80%), dibandingkan dengan jumlah buruh 

migran laki-laki, 138.292 (20%)
13

 

Indonesia dengan sistem demokrasinya selayaknya menjalankan prinsip keadilan, pemenuhan 

hak, kebebasan, dan kesetaraan terhadap masyarakat Indonesia, tak terkecuali buruh migran 

perempuan Indonesia terhadap pengupahan murahnya dikarenakan mekanisme kapitalis dan nilai 

patriarkhal, dimana istri ikut berdedikasi bekerja di ruang publik dan hanya dinilai ”membantu” suami 

itupun dianggap urusan domestik
14

. 

Pemerintah menargetkan remitansi yang diterima sejumlah 5 miliar dolar Amerika, dengan 

realisasi jumlah 4,4 miliar dolar Amerika pada tahun 2006. Target pemerintah untuk tahun 2007 

adalah 1 juta warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Dalam rentang waktu 2006-2009, 

pemerintah mengestimasi dapat mengirimkan 6 juta buruh migran Indonesia di 25 negara
15

. 

Adamhar mengemukakan . 

 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri dimulai sejak tahun 1970-an. 

Kebijakan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya 

terhadap tenaga kerja dan keluarganya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dari jumlah 
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 Realisasi Target Penempatan dan Remitansi Buruh Migran Indonesia Pada Tahun 2004-2009, dalam 
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Jumhur Hidayat (Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia/BNP2TKI) 



pengangguran yag membengkak mengakibatkan kemampuan ekonomi dan finansial masyarakat 

menjadi sangat lemah, sehingga sebagian masyarakat mencari jalan keluar yang antara lain menjadi 

buruh migran atau TKI di luar negeri. Kondisi masyarakat yang sudah terlanjur putus asa untuk 

memperoleh penghasilandan penghidupan yang  lebih baik ini mengundang kehadiran pihak-pihak 

yang berusaha mengambil keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan martabat 

bangsa dan nasib para TKI tersebut
16

. 

Yang menjadi obyek perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, Direktorat Perlindungan WNI 

dan BHI Departemen Luar Negeri Republik Indonesia adalah melindungi WNI di luar negeri meliputi 

:  

 TKI, Profesional, Mahasiswa, 

 Bisnisman/Pengusaha, Wisatawan, 

 Keagamaan (Rohaniawan/Misionaris), dan lain-lainnya.
17

 

 

Sedangkan yang dikategorikan sebagai BHI di luar negeri adalah: 

 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

 Perseroan Terbatas, dan 

Perusahaan-perusahaan Swasta Indonesia yang terbentuk Joint Venture maupun membyuka 

cabang di Negara lain
18

. 

 

Sejalan dengan upaya perlindungan warga negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan 

UUD 1945 Alinea IV dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 

perlindungan dan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia (untuk seterusnya disebut WNI) dan 

Badan Hukum Indonesia (untuk seterusnya disebut BHI) di luar negeri, Menteri Luar Negeri, melalui 

keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar 
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Negeri, telah membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang mempunyai tugas untuk 

mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum 

kepada WNI dan BHI
19

. 

Kebijakan perlindungan yang ada selama ini dianggap belum dapat menyelesaikan tindak 

kekerasan mulai fisik, pisikis, ekonomi, dan seksual terhadap buruh migran perempuan Indonesia.  

Permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun sebenarnya sangatlah politis karena buruh migran 

perempuan Indonesia tidak diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan 

perlindungan.
20

 

Dalam era reformasi saat ini seharusnya kondisi ketenagakerjaan yang ada menjadi lebih baik 

akan tetapi pada kenyataannya pemerintah kurang melakukan keberpihakannya terhadap pekerja 

terutama pekerja yang unskilllabor. Justru lebih mementingkan sistem yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi dengan cara investasi sehingga menekan para pekerja. Dengan demikian kenyataan dan 

keadaan ini harus dipikirkan kembali secara lebih jauh. 

Melihat pada kualitas kebijakan perlindungan pemerintahan BJ Habibie, masa pemerintahan 

Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Mega Wati, dan masa pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono selama beberapa periode dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran 

perempuan Indonesia ke berbagai negara tujuan terbesar di Asia. 

 Kebijakan perempuan dengan istilah negara feminis ialah advokasi tuntutan gerakan 

perempuan dalam negara. Dengan demikian potret kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh 

migran perempuan Indonesia, dengan mengambil analisis buruh migran perempuan Indonesia pada 

era reformasi yang dapat kita lihat dalam perspektip adil gender/perlindungan yang ada dalam 

kebijakan serta keseimbangan dalam poin penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia 

khususnya perempuan di luar negeri. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat permasalahan serta menganalisis lebih 

lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul  “TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN 

PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN PADA ERA REFORMASI”. 

 

 

 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis 

dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan buruh migran perempuan Indonesia pada Era Reformasi? 

2. Apa saja faktor-faktor yang timbul sehingga kurangnya perlindungan terhadap buruh migran 

perempuan? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup yang digunakan ialah mengenai kebijakan-

kebijakan yang di buat oleh para Pemimpin negara pada masa pemerintahan BJ Habibie, masa 

pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Megawati, dan masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono seperti yang di atur dalam Undang-Undang No.39  Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang ingin dicapai oleh penulis ialah : 



1. Untuk dapat mengetahui gambaran mengenai kebijakan yang dibuat untuk perlindungan 

buruh migran perepuan Indonesia pada era reformasi. 

2. Agar dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang timbul sehingga kurangnya perlindungan 

terhadap buruh migran perempuan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan oleh dari penulisan skripsi hukum adalah : 

1. Aspek Teoritis 

Manfaat secara Teoritis ini agar menjadi sumber bacaan untuk pembaca, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa wawasan, informasi, dan pengetahuan dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum diplomatik terutama 

untuk memperkaya pengetahuan tentang Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan 

Indonesia. 

2. Aspek Praktis 

Secara praktis agar memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum serta dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan 

Indonesia terhadap pemenuhan kewajiban dan hak-hak buruh migran Indonesia yang harus 

dilindungi. 

 

F.Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian ini termasuk dalam 

penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif melalui metode pendekatan : Metode deskriptif 

yuridis analitis yaitu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan 



dengan perlindungan TKI di luar negeri serta menganalisa ketentuan-ketentuan tersebut
21

. Dengan 

demikian, dapat digunakan pendekatan library research atau studi dokumen yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka, sebab itu disebut juga penelitian 

kepustakaan. 

 

2. Bahan Penelitian 

Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan 

dokumen-dokumen lain yang relevan. 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.Terdiri dari Konvensi-

konvensi Internasional mengenai hubungan diplomatik dan hubungan konsuler, peraturan-

peraturan bilateral serta Perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku, informasi dari internet, majalah-

majalah, tulisan-tulisan, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dalam 

penulisan skripsi ini yang sifatnya sebagai unsur penunjang. 

 

3. Tekhnik Pengumpulan dan penggalian data 

a. Melakukan pendekatan dengan metode KIE = Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ( via Web 

Site / Situs Internet ), dilakukan secara insidental ( bila dianggap perlu, atau tidak terjadwal ), 

pada situs- situs dan/atau Surat-surat elektronik yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau 

instansi yang berkompeten yang sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Dokumen, yang dilakukan dengan mengelola data yang berhasil diperoleh dari bahan 

hukum primer dan sekunder. 

 

4. Analisis Data 
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 Sebagai suatu usaha mendeskripsikan data dan informasi mengenai obyek penelitian yang 

diperoleh dari kajian teoritis. Penulis mencoba mengklasifikasikan dan menafsirkan serta 

menguraikan semua data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan itu melalui pendekatan Studi 

Komparatif atas upaya-upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja masing-masing negara di luar 

negeri, baik yang dilakukan oleh negara Indonesia, Jepang maupun Filipina.  

Analisa data yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa data 

secara kualitatif
22

. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif , yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, dan dalam perilaku nyata
23

. Dalam 

penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan kasus, dikumpulkan atau 

dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraaian kata-kata, dikarenakan objek penulisan ini 

merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-

angka
24

. 

 Penulis mengemukakan bahwa analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode 

deduktif yaitu dengan menyusun atau mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal 

yang bersifat khusus. 
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Kebijakan terhadap perlindungan buruh migran perempuan ini di anggap masih 

banyak kesalahan yang perlu di perbaiki baik dari Pihak Pemerintahnya, Penyalurnya, 

maupun Pihak Calon TKI itu sendiri. 
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